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Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu, Namo Budaya, Salam

kebajikan, Rahayu.

Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengabh;

Yang terhormat Bapak Ketua dan segenap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa
Tengah;

Yang kami hormati, segenap sahabat-sahabat Anggota DPRD Provinsi Jawa

Tengah dan hadirin sekalian yang berbahagia.



Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan puiji
dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan
rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya, kita masih dapat diberikan kesempatan
untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan salah
satu agendanya yaitu Penetapan Persetujuan Rancangan Keputusan DPRD
Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Oleh karena itu,
izinkan kami menyampaikan laporan akhir pembahasan Raperda Usul Prakarsa

Komisi A yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Kearsipan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Arsip tidak hanya sekadar kumpulan dokumen, tetapi juga
memuat nilai sejarah, bukti akuntabilitas, serta memori kolektif daerah yang
harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang baik dan
benar merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah, lembaga

penyelenggara negara, dunia pendidikan, badan usaha, maupun masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini lahir dari
kebutuhan akan adanya payung hukum yang kuat, komprehensif, dan sesuai
dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi dan
keterbukaan informasi publik. Tata kelola Kearsipan yang tertib akan
memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi

pada pelayanan kepada masyarakat.



Pimpinan dan Hadirin yang berbahagia,

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini telah dilakukan secara
seksama, melalui rapat-rapat kerja di Komisi A, konsultasi dengan instansi terkait,
study banding ke daerah lain, serta memperhatikan masukan dari para pakar
kearsipan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini untuk
memastikan bahwa materi muatan dan substansi pengaturan dalam Rancangan
Peraturan Daerah benar-benar mampu menjawab tantangan penyelenggaraan
kearsipan yang semakin kompleks dan dinamis, serta sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan

turunannya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Kearsipan ini juga sudah
melalui tahap pengharmonisasian dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dilakukan pengkaijian secara yuridis formal
dan materiil oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi
Daerah, sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor:
100.2.1.6/5213/OTDA tertanggal 15 September 2025 tentang Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan
Kearsipan. Untuk selanjutnya rancangan Perda tersebut telah kami koreksi dan
revisi sebagaimana catatan dan masukan hasil fasilitasi.

Pimpinan dan Hadirin Yang Kami Hormati,



Setelah melalui rangkaian dan tahapan pembahasan serta memperhatikan
masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka dapat kami laporkan
bahwa rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri dari 14 Bab
dengan 79 Pasal, dengan substansi dan ruang lingkup pengaturan, sebagai
berikut:

a. kewajiban dan kewenangan;

b. perencanaan;

C. organisasi kearsipan;

d. pengelolaan arsip;

e. autentikasi arsip;

f. penyediaan dan pengembangan sumber daya kearsipan;

g. pembinaan dan pengawasan;

h. kerja sama kearsipan;

i. sistem informasi kearsipan Daerah;

1. organisasi profesi dan peran serta masyarakat;

j. pemberian penghargaan; dan

k. pendanaan.

Pimpinan dan Hadirin yang berbahagia,

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan
DPRD, Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya, OPD Mitra Komisi A, serta
semua pihak yang telah memberikan perhatian, tenaga, pikiran, saran, catatan

dan masukan yang sangat berarti dalam proses pembahasan rancangan Perda



ini. Selanjutnya kami berharap bahwa Rapat Paripurna yang mulia ini dapat
memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda tentang Penyelenggaraan

Kearsipan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga Peraturan Daerah ini dapat
menjadi landasan hukum yang kokoh dalam mewujudkan tata kelola kearsipan
yang tertib, modern, dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. Sekian, dan

terima kasih.

Jalan-jalan ke Pekalongan,
Mampir sebentar membeli sarapan.
Perda kearsipan kini ditetapkan,

Untuk tertib arsip demi kemajuan.

Wallahul muwaffiq Ila ‘aqwamitthariq.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

KOMISI A DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH
KETUA

b

IMAM TEGUH PURNOMO, S.E., Akt.



